















































Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini diatur lebih lanjut
dalam Keputusan Rektor, SOP, pedoman teknis, dan/atau petunjuk

pelaksanaan PPID,
Pasal 50

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

_1tetapkan di Samarinda
anggal 02 Januari 2026
UNIVERSITAS MULAWARMAN

-,



LAMPIRAN I

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI PUBLIK UNMUL

Tingkatan Unsur Fungsi Utama

1 | Rektor | Atasan PPID _

2 PPID Utama Koordinator  pengelolaan  informasi
| | universitas

3 Tim Pertimbangan PPID | Pertimbangan hukum, klasifikasi,
_ | konsekuensi, sengketa

4  Sekretariat PPID | Administrasi dan layanan

5 ' PPID Pelaksana Fakultas | Pengelolaan informasi fakultas

6 PPID Pelaksana Lembaga Pengelolaan informasi lembaga

7 | PPID Pelaksana Biro/Unit | Pengelolaan informasi unit

8 . Penyedia Informasi _ Penyedia data/dokumen

9 . Petugas Informasi _ Front office dan pelayanan

10 | Unit Hukum ' Dukungan hukum dan sengketa

11 | Unit TI | Sistem informasi dan keamanan

12 Unit Kearsipan Dokumentasi dan retensi






LAMPIRAN III

SIKLUS PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK UNMUL

Peraturan Rektor ini sekaligus menggunakan pendekatan PPEPP/SPMI,
sehingga KIP tidak berdiri sendiri dari sistem penjaminan mutu Unmul:

PENETAPAN

!
Kebijakan KIP — Standar Layanan Informasi — DIP — SOP

PELAKSANAAN

!
Unit kerja — PPID Pelaksana — PPID Utama — Publik

EVALUASI

!
Monitoring — Audit layanan — IKM — Evaluasi DIP — Evaluasi PPID
PENGENDALIAN

Tindak lanjut — Perbaikan data — Perbaikan SOP — Penyelesaian
Keberatan
PENINGKATAN
!
Digitalisasi — Integrasi data — Dashboard PPID — Predikat Informatif —
Good University Governance



